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KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat
dan Hidayah-Nya serta karunia-Nya, sehingga Tim dapat menyelesaikan Penyusunan “Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah”.

Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
mendukung terselenggaranya pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur,
konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana telah disusun Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu
indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk
memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni
dengan melakukan penilaian indeks reformasi hukum sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai
peraturan perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading sector
dalam pelaksanaan program meso dibidang reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 merupakan pelaksanaan
penilaian pada tahun ke-tiga yang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh Kementerian/Lembag
dengan keikutsertaan 100 % dan penilaian “Baik”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pedoman
Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk memperkuat
pemahaman dalam pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum khususnya dalam pemenuhan
data dukung agar tercapai secara optimal dan tepat waktu.

Terima kasih disampaikan pada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pelaksanaan
penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Pemerintah Daerah.
Kiranya Pedoman ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan pendampingan penilaian indeks
reformasi hukum pada pemerintah daerah.

Jakarta, Maret 2024

Kepala Badan
Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia,

DR. Y. Ambeg Paramarta.
NIP. 19650322 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya dapat
terlaksana dengan baik penyusunan “Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum
pada Pemerintah Daerah”.

Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan dan
telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di
Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola
pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan
saat ini dan kedepan. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur,
konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan sebagaimana amanat Pearturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah disusun Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah dalam melakukan penilaian indeks reformasi hukum untuk mereviu berbagai
peraturan perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 telah melakukan penilaian indeks reformasi
hukum di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meliputi 633 instansi,
terdiri dari 86 K/L dan 547 Pemda, yang ikut serta dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
tahun 2023 sebanyak 435 instansi terdiri dari 71 KL dan 364 Pemda. Berdasarkan hasil penilaian
tahun 2023, terdapat 198 instansi yang tidak dapat dinilai (15 K/L dan 183 Pemda). Kondisi ini
disebabkan oleh kuranya pemahaman pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian Indeks
Reformasi Hukum. Pada tahun 2024 berdasarkan Jumlah K/L dan Pemda pada portal Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah ditetapkan
instansi yang akan dilakukan penilaian indeks reformasi hukum sebanyak 628 instansi yang terdiri
dari 82 K/L dan 546 Pemda. Untuk meningkatakan penilaian dan keikutsertaan pada pemerintah
daerah maka diperlukan Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak, Sekretariat Jenderal Kemenkumham,
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku
pendukung Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Jakarta, Maret 2024

Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan dan Penegakan
Hukum dan HAM,

Jamaruli Manihuruk, S.H,. M.H.,M.M
NIP. 19670330 199103 1 001
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025 mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten,
terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu
indikator sasaran Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Indeks Reformasi Hukum adalah
birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran
tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian indeks
reformasi hukum sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai peraturan perundang-undangan di
tingkat Pemerintah Daerah.

Sebagai wujud menjalankan amanat reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia diamanatkan sebagai leading instution dalam pelaksanaan program meso di
bidang reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai
pada tingkat daerah. Indeks Reformasi Hukum merupakan instrument untuk mengukur reformasi

hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan

dan penguatan sistem regulasi Indeks Reformasi Indeks Reformasi Hukum.

LEADING INSTITUTION . . .
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
<5

PERAN
O Sinergitas regulasi berbasis
simplifikasi.
O Partisipasi publik dalam
pembentukan peraturan
perundang-undangan.

SASARAN INDIKATOR

kementerian/ lembaga/ ‘ indeks reformasi hukum

pemerintah daerah Baik
(70.00 - 80.00)

OUTPUT UTAMA
TARGET
O Terlaksananya Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang baik.
QO Terlaksananya monitoring dan evaluasi
pembentukan peraturan perundang-undangan.

kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah
yang indeks reformasi hukum Baik
Target 100% pada tahun 2024

.



B. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor §2);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara
dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah
oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1133);



10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh
Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1134);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 692);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024.

. Maksud dan Tujuan

Latar belakang di atas menggambarkan pentingnya pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi
Hukum sebagai instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi
dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.
Maka diperlukan suatu pedoman atas pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah.

Pedoman ini digunakan sebagai acuan ataupun petunjuk teknis bagi seluruh stakeholder
yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi
Hukum, seperti Tim Kerja dan Tim Asesor setiap instansi, Tim Sekretariat Pusat dan Wilayah.
Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dimulai dari sosialisasi, pendampingan dan
verifikasi awal, pengunggahan data dukung, penilaian mandiri dan submit berita acara, validasi
dan penilaian oleh Tim Penilaian Nasional dapat terlaksana dengan baik dan maksimal dengan

berpartisipasinya secara menyeluruh setiap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

. Ruang Lingkup

Peserta penilaian Indeks Reformasi Hukum mencakup seluruh pemerintah daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Penilaian dilakukan terhadap empat variabel pengukuran, meliputi tingkat
koordinasi dalam harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang
perundang-undangan (legal drafter), kualitas hasil reviu peraturan perundang-undangan dalam
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mendorong re-regulasi atau deregulasi, serta terkait dengan penataan Database Peraturan

Perundang-undangan.

. Pengertian

1.
2.

10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Reformasi Birokrasi adalah proses perubahan, pembuatan, dan pelaksanaan dalam upaya
memperbaiki sistem regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien pada Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah.

Aplikasi Indeks Reformasi Hukum adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk
mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah
Daerah.

Tim Kerja adalah tim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas dan
bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi
penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Tim Asesor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Eselon I/Eselon II, yang
terdiri dari Ketua dan anggota yang berasal dari Pejabat Struktural atau Fungsional di
lingkungan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penilaian mandiri Indeks
Reformasi Hukum di tingkat Pemerintah Daerah.

Ketua Tim Asesor adalah Pimpinan Eselon I/Eselon II yang bertugas melakukan koordinasi
dalam penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Pemerintah Daerah.

Anggota Tim Asesor adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melakukan penilaian mandiri
Indeks Reformasi Hukum

Tim Sekretariat Wilayah adalah tim yang melakukan koordinasi, sosialisasi, pendampingan
verifikasi dan penilaian awal pada lembar kontrol, pendampingan dalam penilaian mandiri,
dan klarifikasi nilai awal dari Tim Penilaian Nasional Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah selaku peserta Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Tim Sekretariat Pusat adalah tim yang melaksanakan fasilitasi kegiatan Penilaian Indeks
Reformasi Hukum, anggota tim Sekretariat Pusat terdiri dari Pejabat Tinggi Madya, Pejabat
Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Tim Penilai Nasional adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang memiliki tugas menilai Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah

Daerah.



12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Objek Penilaian adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah sistem dan teknologi informasi untuk
mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah
Daerah.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disingkat Perancang, adalah
Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau
instansi pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu kegiatan
untuk mensinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordinasikan oleh
Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pendidikan dan Pelatithan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah
pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan ahli pertama.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi, analisis dan evaluasi Peraturan
Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan
perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta
advokasi hukum.

Pejabat Fungsional Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,
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serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat,

mudah, dan tepat.



BAB 11

PERAN KANTOR WILAYAH UNTUK PENILAIAN IRH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

A. Tugas dan Fungsi Tim Sekretariat Wilayah

Tugas Tim Sekretariat Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Penilaian Indeks

Reformasi Hukum pada tahun 2024 sebagai berikut :

1.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta PIC, membentuk Tim
Kerja dan Tim Asesor yang dikomunikasikan melalui koordinator wilayah masing-masing.
Melakukan Sosialisasi

Terkait Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Kantor Wilayah Hukum dan HAM di masing-
masing daerah melakukan sosialisasi kepada seluruh Pemeritah Daerah yaitu Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan
wilayah masing-masing.

Melakukan Pendampingan

Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan pengunggahan data dukung kepada tim
kerja masing-masing instansi yang sudah disusun dalam penilaian mandiri pelaksanaan IRH
pada Pemerintah Daerah.

Melakukan Verifikasi Awal Data Dukung

Tim Sekretariat Wilayah melakukan verifikasi dengan mengisi Lembar Kontrol tiap tahapan
variabel masing-masing instansi daerah dan diserahkan ke Tim Sekretariat Indeks Reformasi
Hukum sebagai laporan. Dalam melakukan verifikasi awal data dukung tersebut
dimaksudkan untuk melihat kelengkapan dan relevansi data dukung. Jika data dukung masih
belum lengkap maka Tim Sekretariat Wilayah dapat meminta tim kerja dan tim asesor untuk
melengkapinya. Jika sudah lengkap tim kerja mengunggah data dukung ke aplikasi IRH.
Melakukan Klarifikasi Nilai Awal dari Tim Penilai Nasional

Setelah Tim Penilai Nasional melaksanakan penilaian pada aplikasi diperoleh nilai awal
yang akan disampaikan ke Pemerintah Daerah. Kemudian Tim Sekretariat Wilayah
melakukan klarifikasi kepada tim kerja dan tim asesor instansi. Dalam hal terdapat gap atau
perbedaan nilai mandiri dan nilai awal Pemerintah Daerah dapat melakukan klarifikasi
kepada Tim Sekretariat Wilayah. Hasil Klarifikasi tersebut menjadi bahan pembahasan

dalam kegiatan forum yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum.



B. Alur Kerja Tim Sekretariat Wilayah

Timeline

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

ee o

Sosialisasi  Pendampingan,  Penilaian s Rapat Pev.\ggunggahan Penetapan Evaluasi
l:—‘,’f::\e fff,;: IRH Oleh Verifikasi dan  wandiri dan P\gﬂ;ﬁﬁi\ﬁ:‘h p(fM Berita Acara dan hasil Penilaian  Penilaian
dan Tim Tim penilaian Awal  Submit TPN dan dengan Surat Hasil IRH oleh IRH
Asesor Sekretariat ~ pada lembar  Berita Acara Klavifikasi Sekretaria Penetapan Menkumham
Instansi Wilayah kontrol oleh Tim o t IRH dan  Penilaian IRH
Unggahan Data  Asesor di dengan TPN TPN _ yang )
Dukung pd dampingi "9 ditandatangani
aplikasi dari oleh Kepala Badan
Tim Kerja  Sekretariat BSK

Wilagah

ALUR PENILAIAN PELAKSANAAN INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

PENGAYOMAN

S Tim Penilai

sgk:;;';ﬁat Istansi . ":gﬁat Sekretariat IRH Ke'"e"k“""'f"" .

Wilayah Tim mengunggah asi da w‘l h masing-masing Melakulgw‘.\ Validasi

melaksanakan Sekretariat dan lidasi da Ly kordinator dan Penilaian Dalam

sosialisasi Wilayah mengupload d gd mel:'l::kaln wilayah Aplikasi IRH (Nilai

Penilaian IRH melakukan data dukung — L melakukan Awal) dan Klarifikasi
pada pendampingan pada aplikasi g ara I::ug:'r‘ inst‘;e"ﬁka’:erla Pman c-\’v_Yaf :Ii
Pemarinatah tim kerja IRH ada 2 Kontrol 1otansi posort or Wilay:

Daerah AKUN 1
AKUN 3

AKUN 4

Menteri Sekretariat Rapat Pleno
Al LI Berita Acara
HAM Surat Hasil dan Surat Roinios

Validasi dan

Penilaian Hasil Ll
Psimpitnﬁn E;emﬂa AKUN & AKUN & Penilaian AKUN 4
urat Hasi
secara elektronik

—
> &% REFORMASI




C. Kalender Kerja Tim Sekretariat Wilayah

Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO

Kegiatan

Mar

Mei

Jun

Jul

7]

Sep

Okt

Nov

Des

Persiapan Penilaian
Indeks Reformasi Hukum

Sekretariat IRH
b. Penetapan Tim
Sekretariat Wilayah

c. Penetapan Tim Penilai
Nasional

d. Penetapan Tim Penilai
Mandiri

e. Penetapan Tim Kerja
Instansi

f. Penetapan Tim Asessor

w

Sosialisasi Pelaksanaan
Penilaian Indeks
Reformasi Hukum

Apr
2

2|3

Al
2

2| 3

Pendampingan, verifikasi,
dan pengunggahan data
dukung pada aplikasi IRH

a. Pendampingan dan
Pengunggahan data
dukung tim kerja instansi

b. Verifikasi data dukung
oleh Tim Sekretariat
Wilayah

Penilaian Mandiri dan
submit Berita Acara oleh
Tim Asessor didampingi
Sekretariat Wilayah

Validasi dan Penilaian oleh
Tim Penilai Nasional

~

Klarifikasi Hasil Nilai Awal
IRH Pemda oleh Kantor
Wilayah Kemenkunham

(=2}

10

Rapat Pleno dengan
Sekretariat Wilayah IRH
dan TPN

Pengunggahan Berita
Acara dan Surat Hasil
Penetapan Penilaian IRH
yang ditandatangani
Kepala Badan BSK Hukum
|dan HAM

Penetapan Hasil Penilaian
Menteri Hukum dan HAM

1

=

Penyampaian Hasil
Penetapan Penilaian IRH
ke KemenPAN RB

12

Penyampaian Surat Hasil
Penilaian Elektronik ke
Pemda

13

Evaluasi Penilaian Indeks
Reformasi Hukum Tahun

2024




D. Alur Penilaian Pelaksanaan IRH Pemerintah Daerah Tahun 2024

ALUR PENILAIAN PELAKSANAAN INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

PENGAYOMAN

: Istansi -
Selretariat i Sekretariat masing-masing Melakukan Validasi

melaksanakan e et melalukan wilayah ‘Aplilasi (RH (Nilai

Wilayah mengupload
pngzﬂﬂﬂ melakukan data dukung verifikasi melakukan Awal) dan Klarifikasi

Pemarinatah tim kerja IRH kontrol Penilaian IRH

. . Tim Penilai
Tim Tim Kerja Kemenkumham

Tim Sekretariat IRH

Tim mengunggah
Wilayah T Wilayah kordinator Penilaian Dalam

i ikasi dengan verifikasi
pada pendampingan pada aplikasi Berita frhit Instamal pocorta Pm%r; G’\ﬁ:!l’ :}l‘eh

Daerah AKUN 1
AKUN 3
AKUN 4

Menteri Sekretariat Rapat Pleno
Hukum dan IRH . Validasi dan

Berita A ]
BAN Surat Hasil ::“as“f:tr a Penilaian
Penilaian Hasil TPN
Pimpinan Pemda AKUN & AKUN 5 Penilaian AKUN 4
Surat Hasil IRH
secara elektronik

SEMAKIN  REFORMAS]
I - € i G

Keterangan Alur Penilaian IRH sebagai berikut:

1.

Alur Penilaian IRH untuk Pemerintah Daerah dimulai Tim Sekretariat Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM melaksanakan sosialisasi Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah yaitu
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota di
wilayah masing-masing, jadwal sosialisasi pada bulan Februari sampai dengan Maret.

Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan kepada Tim Kerja instansi dalam
mengunggah data dukung pada aplikasi IRH dengan menggunakan Akun 1, jadwal
pengunggahan data dukung pada bulan April sampai dengan Juni.

Setelah data dukung selesai diunggah ke aplikasi oleh Tim Kerja, maka Tim Asessor
melakukan verifikasi dan validasi data dukung. Jika data dukung masih ada yang kurang
atau salah, Tim Asessor dapat meminta Tim Kerja untuk memperbaiki dan melengkapi
kekurangan data dukung tersebut. Jadwal pelaksanaan verifikasi dan validasi berakhir pada
bulan Juli.

Hasil verifikasi dan validasi data dukung yang sudah benar, maka Tim Asessor akan menilai
penilaian IRH pada aplikasi yaitu Nilai Mandiri. Setelah melakukan penilaian, Tim Asessor
membuat Berita Acara ditandatangani oleh koordinator Assesor dan Tim, setelah selesai
ditandatangani Berita Acara di submit ke Tim Penilai Nasional pada aplikasi IRH, jadwal
pembuatan dan mensubmit Berita Acara dilaksanakan pada bulan Juli.

Tim Sekretariat Nasional masing-masing koordinator wilayah melakukan verifikasi dan

validasi keikutsertaan peserta penilaian IRH pada Pemerintah Daerah wilayah masing-

10



10.

11.

masing, jadwal verifikasi dan validasi dilaksanakan pada Akhir bulan Juli atau sebelum
aplikasi ditutup.

Tim Penilai Nasional melakukan penilaian IRH sesuai data dukung yang diunggah masing-
masing peserta pada aplikasi IRH sebagai nilai awal. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan
Agustus.

Tim Sekretariat Wilayah melakukan klarifikasi nilai awal kepada Tim Penilai Nasional.
Apabila tidak ada klarifikasi nilai awal, maka nilai tersebut akan menjadi nilai Indeks
Reformasi Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus.

Tim Sekretariat menfasilitasi rapat pleno nilai Indeks Reformasi Hukum dengan Tim Penilai
Nasional, jika sudah disepakati nilai Indeks Reformasi Hukum maka Sekretariat Indeks
Reformasi Hukum mengunggah Berita Acara berdasarkan masing-masing wilayah dan
mengunggah Surat Hasil Penilaian peserta Penilaian IRH.

Tim Sekretariat melalui koordinator wilayah mengunggah Surat Hasil Penilaian IRH
Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan
HAM secara elektronik.

Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
Penetapan Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan oleh Menteri Hukum dan
HAM kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan diinput ke
portal Kemenpan RB.

Surat Hasil Penilaian IRH akan dikirim ke Pemerintah Daerah secara elektronik dan

ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.
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BAB III
MEKANISME PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH

Mekanisme Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah sebagai
pengampu tugas dalam pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di setiap
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Pemerintah Kota yang menangani bidang hukum. Dalam proses penilaian mandiri Indeks
Reformasi Hukum, terdapat tahapan yang perlu diperhatikan:

A. Persiapan

Pada tahap persiapan, unit organisasi yang mengampu tugas pelaksanaan penilaian mandiri
Indeks Reformasi Hukum pada masing-masing Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Kerja
dan Tim Asesor instansi yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala
Daerah. Adapun konsep SK Tim Kerja dan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum
(IRH) terdapat pada lampiran II.

Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor diutamakan melibatkan pejabat fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum. Tim Kerja bertugas dan
bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan pengunggahan data dukung pada Aplikasi Indeks
Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana
tertuang dalam Bab II dan Bab III pada pedoman penilaian IRH. Tim Asesor bertugas
melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada Aplikasi Indeks
Reformasi Hukum.

B. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penilaian mandiri IRH pada setiap Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh
Tim Kerja dan Tim Asesor yang telah dibentuk. Sebelum melakukan tugasnya Tim Kerja dan
Tim Asesor instansi harus memahami setiap kuesioner, petunjuk pengisian dan data dukung
yang diperlukan untuk memenuhi penilaian mandiri yang akan dilakukan oleh Tim Asesor
instansi.

1. Pengunggahan Data Dukung

Tim kerja instansi mengumpulkan dan mengunggah data dukung yang sesuai dengan

kuesioner IRH pada aplikasi IRH.

2. Penilaian Mandiri

Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Asesor dengan cara menilai data dukung yang telah

diunggah oleh tim kerja dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mandiri dengan

ketentuan sebagai berikut:
12



a) Mengunduh formulir Berita Acara Penilaian Mandiri yang terdapat pada aplikasi IRH;

b) Mengisi formulir Berita Acara Penilaian Mandiri dan ditandatangani oleh Ketua dan
seluruh anggota tim asesor;

C) Mengunggah Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani ke dalam
Aplikasi IRH;

d) Berita Acara Penilaian Mandiri dikirimkan/submit secara elektronik melalui Aplikasi

IRH kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Mekanisme Penilaian IRH

Tim Penilai Nasional dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas

untuk menilai Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah. Mekanisme Penilaian IRH

sebagai berikut :

1.

Tim Penilai Nasional menerima Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah dikirimkan secara

elektronik oleh Tim Asesor;

. Masing-masing Koordinator Wilayah TPN dan Anggota melakukan validasi dan penilaian

terhadap hasil penilaian mandiri dan menjadi Nilai Awal;

Sekretariat Wilayah diberikan kesempatan melakukan klarifikasi terhadap Nilai Awal yang
telah dilakukan oleh Tim Penilai Nasional;

Masing-masing Koordinator Wilayah TPN menyusun dan menandatangani Berita Acara
Hasil Penilaian yang telah diklarifikasi oleh Sekretaris Wilayah dan menjadi Nilai Akhir;
Setelah diperoleh Nilai Akhir kemudian dilakukan Rapat Pleno oleh Tim Sekretariat
Nasional bersama Tim Penilai Nasional untuk menetapkan hasil penilaian Indeks Reformasi
Hukum Pemerintah Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

Tabel Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Hukum

No. | Kategori Nilai/Angka Predikat
1 AA >90 - 100 Istimewa
2 A >80 — 90 Sangat Baik
3 BB >70 — 80 Baik
4 B >60 — 70 Cukup Baik
5 ccC >50 — 60 Cukup
6 C >30 - 50 Buruk
7 D 0-30 Sangat Buruk
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6. Hasil penilaian IRH berupa Surat Hasil Penilaian dibuat oleh masing-masing Wilayah TPN
dan ditandatangani oleh Koordinator Wilayah TPN dan seluruh anggota.

7. Surat Hasil Penilaian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Wilayah TPN dan seluruh
anggota TPN diteruskan ke dalam akun Ketua TPN (Kepala BSK).

8. Surat Hasil Penilaian melalui akun Ketua TPN diteruskan ke dalam akun Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian

Indeks Reformasi Hukum berupa:

a) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Hasil Penilaian Indeks Reformasi
Hukum Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah secara
elektronik pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

b) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian
Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Daerah.

Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia sebagaimana tercantum pada Gambar di bawah ini :

Gambar Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Validasi ﬁe"ta Rapat Penetapan
. . cara H
Tim Penilai dan Hasil Pleno Hasil
ilai Penilaian
Penilaian Penilaian
Kepmenkumham Menteri
tentang Hasil Menteri PAN RB Hukum dan
Penilaian IRH HAM
Surat Hasil Pimpinan
Penilaian IRH_ K/L/Pemda
secara Elektronik
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D. Kalender Kerja Pemerintah Daerah
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum dilaksanakan setiap tahun oleh

Pemerintah Daerah dengan kalender kerja yang ada pada halaman berikut:

Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO Kegiatan Jan Feb Mar JQA:Jr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

11 2] 3/ 4)1]2]3[4[ 1] 2] 3] 4] 1 314112 3]4]1]2]3]4[1]12]3/4]1/2]3/4]1]2[3]4]/1]2]3[41/2]3]4/1]2[3

Persiapan Penilaian
Indeks Reformasi Hukum

Sekretariat IRH

b. Penetapan Tim
Sekretariat Wilayah

c. Penetapan Tim Penilai
Nasional

d. Penetapan Tim Penilai
Mandiri

e. Penetapan Tim Kerja
Instansi

f. Penetapan Tim Asessor

Inciangi

Sosialisasi Pelaksanaan
Penilaian Indeks
Reformasi Hukum

w

Pendampingan, verifikasi,
dan pengunggahan data
dukung pada aplikasi IRH

a. Pendampingan dan
4 |Pengunggahan data
dukung tim kerja instansi

b. Verifikasi data dukung
oleh Tim Sekretariat
Wilayah

Penilaian Mandiri dan
submit Berita Acara oleh
Tim Asessor didampingi
Sekretariat Wilayah

Validasi dan Penilaian oleh
Tim Penilai Nasional

Klarifikasi Hasil Nilai Awal
7 |IRH Pemda oleh Kantor
Wilayah Kemenkunham

Rapat Pleno dengan
Sekretariat Wilayah IRH
dan TPN

o

Pengunggahan Berita
Acara dan Surat Hasil
Penetapan Penilaian IRH
yang ditandatangani
Kepala Badan BSK Hukum
| Idan HAM

Penetapan Hasil Penilaian
Menteri Hukum dan HAM

Penyampaian Hasil
11 |Penetapan Penilaian IRH
ke KemenPAN RB

Penyampaian Surat Hasil
12 |Penilaian Elektronik ke
Pemda

Evaluasi Penilaian Indeks
13 |Reformasi Hukum Tahun
2024

Apabila terdapat perubahan terkait tanggal waktu pengajuan evaluasi, maka Kementerian

Hukum dan HAM akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan.
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BAB 1V

APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

A. Halaman masuk aplikasi
(Aplikasi  Penilaian Indeks Reformasi Hukum dapat diakses pada laman
https://irh.kemenkumham.go.id untuk dapat menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan
diberikan usename dan password sesuai dengan kewenangan yang diberikan).

Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:

<« » C 25 irhkemenkumham.go.id w K | o :

Indeke Reformaei Hukum
Indeks Reformasi Hukum Tentang IRH Berita Produk Hukum Video

Halaman login aplikasi

1. Buka aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman https://irh.kemenkumham.go.id

a) Masukkan username dan password dengan benar pada laman login;

b) Klik tombol Login;

c) Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan halaman dashboard dari aplikasi
tersebut. Jika username dan password pengguna masukkan salah, sistem akan

menampilkan pemberitahuan bahwa Username dan Password salah.
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Index Reformasi Hukum Memasukkan user

atau password

Halaman Login Salah

d) Halaman Dashboard Aplikasi Penilaian IRH ditampilkan ketika user sudah bisa login
dengan benar kedalam Aplikasi Penilaian IRH

EAL I INTERRAL R IELIS PERMUSTRAMASATAR RAZVAT HESUELK BOOMES I8

B TOEMAS] HUKIN : RIS

Halaman Dashboard Aplikasi

e) Untuk keluar dari halaman Aplikasi Penilaian IRH, pengguna bisa klik tombol Sign Out

yang terletak pada bagian kanan atas layar browser pengguna.
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Komenterian Hulasn dan Hak Asasi Manusia

EVALUAS! INTERNAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1 Tingkat keordnas Kemenkumham untuk melshiken harmonssas: regiasi/ Memparkust koordnast untuk melakkan harmaonis

Tombol logout aplikasi
B. Halaman Pengguna
Halaman Pengguna akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi,
untuk kewenangan pengguna biasa pada aplikasi hanya menampilkan 2 menu pilihan, yaitu
Menu Dashboard dan Menu LKE (Lembar Kerja Elektronik).
1. Menu Dashboard
Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing

pengguna sesuai penilaian internal pengguna

Halaman User Dashboard
2. Menu LKE (Lembar Kerja)
Menu LKE pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data
dukung sesuai dengan parameter atau variabel yang sudah ditentukan. Berikut langkah-

langkah melakukan input data dukung aplikasi:
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a) Klik menu LKE pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

1
»

1 1 ‘
E {r %o lr

Halaman Menu Lembar Kerja

b) Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik progress bar

pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;

Halaman Lembar Kerja

c) Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja
Elektronik sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta
terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian
pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah dokumen data

dukung yang dimaksud,
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Halaman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung
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Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen data dukung yang dibutuhkan
sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan memberikan penilaian terhadap data yang
diunggah sesuai dengan pemenuhan parameter dari variabel dan indikator yang sudah

ditentukan.

. Halaman Pengguna
(Aplikasi  Penilaian  Indeks Reformasi Hukum  dapat diakses pada laman

https://irh.kemenkumham.go.id untuk dapat menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan

diberikan usename dan password sesuai dengan kewenangan yang diberikan). Berikut langkah-
langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:

1. Buka aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman https://irh.kemenkumham.go.id

€ > C % irhkemenkumham.goid * & 00

ﬁE\ IMNAQEKS KETOrmasi fnuxkun fentang IRH Berita Produk Hukum Video
KEMENKUMHAM RI

Halaman Login Aplikasi

Setelah masuk atau login ke aplikasi melalui laman https://irh.kemenkumham.go.id maka
untuk masuk ke login tim kerja melalui username dan password sesuai kewenangan yang
diberikan kepada Tim Kerja yaitu menggunggah data dukung penilaian IRH.
a. Pengguna Tim Kerja Pemerintah Daerah
Laman Pengguna Tim Kerja Pemerintah Daerah Laman Pengguna tim kerja akan
ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan
pengguna pada aplikasi hanya menampilkan 4 menu pilihan, yaitu Menu Dashboard,

Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian), Rekapitulasi dan Produk Hukum.
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a) Menu Dashboard Klik tombol Login. Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil

penilaian mandiri dari masing-masing variabel dan indikator sesuai penilaian yang

dilakukan Tim Asesor.

Kementerian Luar Negerl

Laman Dashboard

b) Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian)
Menu LKP pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data
dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang sudah ditentukan. Berikut langkah-
langkah melakukan input data dukung aplikasi:

1) Klik menu LKP pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

Pemenuhan Data Dukung

HOmpaters: SDMANS SO0 NOGME SA0IN DEIINCANG Deraluran DENVNOMNY -t o
o 0t ey rieades’ D Lsgn Deraturan Pl g oncar e e ~n o
4 Perataan Outabane Poratoron Peyuncang undangan . 0/18 Betun Ow

Laman Menu Lembar Kerja
2) Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik progress

bar pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;
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& whxemenkumbamgo d/sat

ndex Reformani Hukim

LKP IRH 2022

Pemenuhan Dats Dukung

Tirgkat kootd nast Kemerterion | um dan 4ok Asas Marusis untub reikud, Kl'k D' ini
ghat & ormerberian | dan Hak sk untuk relukuin i 1 ISini o
1 \IMONTe s feguia s/ memperkuat koordimest uvink meslokulan harmonisay SIS S ——— 0128 Jurn Dinday
wgdey
Kotnpetens: aDaratur SOi PO SE0834 DLANCENG DeralLran Deruncany - tdon o _
437330 yang barkaalta 0725 Behum Dinam
Ui o rv-cmQutate 2tk deseguil s e bagn petatiran per vy g ot wegan o o
’ berdanarkan hasd revy 035 Belum Dnda
-t o
4 Penataan Database Peraturan Porurcang undangan 0715 Bolum Dinda

Laman Lembar Kerja
3) Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar
Kerja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta
terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian

pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah dokumen data

dukung yang dimaksud,

Isi field ini dengan teks sesuai nama data dukung yang akan diunggah

. ——— -
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Tim Kerja Kementerian Luar Negeri | Perancang

Tingkat kehadran prmpinan tngal dan pejabiat administrator dalam rapst eaghamorrsasian yang memviil kewendngan dalam peogambiian
¢ 7 ? 3 2 z

heoutusan (meboatian Deten PP/Kanad Kemerbumham dan nstant pemesharta)

Undengan, Da'var Made ompman Linggr San pejadat admwstrator, Notula dan Dokumentas: rapat penghanmonisas.sn

Klik choose file yntuk
i » menggungah dokumen sesuai
format yang ditentukan

Laman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung
Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen data dukung yang dibutuhkan
sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan dapat memberikan penjelasan terkait data

dukung yang diunggah.

Menu Rekapitulasi
Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing
pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan Tim Asesor dan menampilkan hasil

rekapitulasi penilaian IRH.
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Rekapitulasi Nilai IRH

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Indonesia

Variabel dan Indikator

Tingkat koordinast Kementerian Hukum dan Hak Asasi ) untulk medakubk
' hermcnisast 2 Aperkust kooedin taicatalaketnes b - 25 22 19
regulsel

Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesual dengan Permenkumbam No 20
tahun 2015 sebagasmuna Permenturnham No. 40 Tahun 2016 tentang Perubehan
atas Pecmenaumbam No 20 Tahon 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur
Pergharmonisasian Pembulatan dan Perm pan Konsepsi RPUL untuk RUU, PP
doan Raperpres dan Permenkumbam No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangen Pecaturan Menter, Rancangan Peraluran Lembags, Pemeniolah
Nonkamenotenan atau Rancangan Peraturan daci Lembaga Nonatndkturn oleh

1 Pecancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangon 10 N 4
Prermensiermbags Kelenghapen persyaratan harus dsarmpahan dalam janges wakty
paling lama S (lima) hatl keda terhiung sejah tangge’ pemberitabuan diterana oleh
kementenan per

(Tinghot kesesusian RPUL yang dusguban harmomsas: dengan daflar perencanoannya
soperti Prolegnas, Progsun PP/Perpees, Prognun Peraturan Menter/Kepata
Lembaga)

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmomsasi RPU yang
- diaguican Sengan daftar perencanaan atau kedutuhan hukum tertertu berdasarkan [
N Drakarss

Tingkat kesesusion kelenghapon persyaratan permohonan harmorisas)
b Rpermen/RPer LPNX/RPer L NS yang dlaukan dengan daltar prerencanaan stay * R 4
obutuban huiosTs tertenty berdosarkan (2in prakarss

Tingkat kehaderan pimpanan LinQoi dan pojobat admuniatrator dalam rapat
2 PENQharmonisastan yang memili kowenangan dalam pengambilan keputusan 15 15 15
imelibatkan Diyen PR/Kanwal Kemenkumham don instansi Dems arse)

% 5 sipil Bl 4
" dangan yang b g >, AN L 2 o 25 3.2 22.6
- Kebjakan pembdingan dan pengembangan Kompetens! ASN petancangd peraturan 19 16.6 16.6

DETUNGING UNGINGIN

K/LU mengalokesikan anggeran untuk program pelstihan perengkaton kompetens:
a Perancang L 12 %20 2.6
b K/L manugaskan ASN yang memenuli syarat untuk mengiut polatihan Perancang ? 7 7

Peraturan Perundang undangan

Tmnghat penigembangan sompetens:, bohutsertaan poobat perancang peraturan
2 perucdang-undangan melaius Danbiogan leknm pelatihan work shop baik secara 6 6 L]
slamial maupun nonkiasikal

s v el e dosead EABED
M Berdasarkan hasil herhes 2 3s 32

Kebjakan tentang monitaodng dan evaluasl hucum techadap peraturan perundang

1 undangan dalam rangka rereguiast dan dereguissl peraturan perundang-undangan di 8
Hngkat K1

2 Proporst tahunan jumiah Persturan Perundang-undangan (yang ada saat mi/ existing) 2
yang davahuasi

3 Tindak Lanyut hasil evaluasi terhadop program Pembentuban Peraturan Perundang- 15
urndarngan

4 Tingkat keteriibatan pejabat fungsonal anaks hukum dalam melakuian evalvas ~

Peraturan Perundang undangan

v P Datab Pe P dang -und, 15 15
1 Terbangunnya JOIH yang terintegrasl dengan poctal JDIMN 15
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM 100 920.2 41.6
PYOg © 2021 Kernechumbam Pusastin Kermeobaumbam

Laman Rekapitulasi Pengguna Tim Kerja
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d) Menu Produk Hukum

Produk Hukum IRH

“
g
4
2
(3
¥

Laman menu produk

e) Menu Tutorial

Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis

penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan

tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.

Tim Kenps Kementerian Lunt Neger: | Perancang @

Tutorial Penggunan Aplikas! IRH

Tutoriad IRM TIM ASESOR

Laman Menu Tutorial
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b. Pengguna Tim Asessor Pemerintah Daerah
Menu ini digunakan oleh pengguna asesor untuk membuat daftar nama tim asesor yang akan

melakukan penandatangan atas berita acara yang akan dikeluarkan oleh aplikasi IRH secara

otomatis.

1) Klik pada menu tim asesor maka akan ditampilkan laman sebagai berikut:

Daltar Narmvw Tin Agevex

Laman Lembar Kerja Penilaian Data Dukung

2) Kemudian untuk menambah daftar penandatangan berita acara, pengguna klik tombol

tambah pada menu tim asesor.

oy Klik Tombol Tambah

Laman Menu Tim Asesor
3) Isi data daftar nama penandatangan berita acara penilaian mandiri indeks reformasi

hukum K/L atau Pemerintah Daerah, berupa nama tim asesor, nama koordinator, dan
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nama anggota. Anggota bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah ketetapan masing-

masing Pemerintah Daerah.

Cafiar Fuama Tim Aseser

Laman Input Tim Asesor

4) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol
Simpan.

5) Setelah tersimpan akan tampil list nama tim yang sudah terdaftar dalam sistem. Terdapat
tiga (3) aksi yang bisa dilakukan oleh pengguna setelah daftar tersimpan yaitu spesimen
tanda tangan, ubah tim, dan hapus.

6) Aksi spesimen tanda tangan digunakan untuk menggunggah scan tanda tangan dengan
tipe file .png atau latar belakang putih bersih. Aksi ubah tim digunakan untuk melakukan
edit komposisi tim, dan aksi hapus digunakan untuk menghapus daftar nama tim yang

sudah didaftarkan dalam sistem.

Index Reformasi Hukum Ases0r Kementerion Luar Negeri | Perancang @

Daftar Nama Tim Asesor

L Nama Tim Aksi

1 Tim Assesor Kemenlu Spesimen Tunda Tangsn m m

Pusdatn Kemenkumbam
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Menu Kop Surat

Menu ini digunakan pengguna untuk menambahkan data identitas Pemerintah Daerah yang
akan digunakan sebagai kepala surat pada berita acara yang akan dikeluarkan aplikasi indeks

reformasi hukum.

1) Klik pada menu kop surat maka akan muncul laman input data identitas Pemerintah
Daerah.

KOP SURAT BERITA ACARA

Laman Kop Surat

2) Isi data sesuai dengan identitas K/L atau Pemerintah Daerahnya seperti Alamat Kantor,
Telephone, Faksimile, Laman Website, Surat Elektronik, Logo Instansi (lakukan proses
unggah logo dengan kondisi rekomendasi dimensi 400x450px dan tipe file berekstensi

.png dan .jpg).

Aswscr Karmver canan Luss Noger | Frarcerg @

KOP SURAT BERITA ACARA

Laman Pengisian Kop Surat
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3) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol

Simpan.

f) Prosesi Berita Acara

Setelah pengisian penilaian dan melengkapi data tim asesor serta kop surat sudah dilakukan

oleh tim asesor, maka proses menghasilkan berita acara penilaian mandiri secara sistem

sudah bisa dilakukan dan akan dikirim secara sistem oleh Pengguna dengan kewenangan

Koordinator Tim Asesor.

1) Pilih menu LKP untuk bisa mengakses proses berita acara;

2) Unduh Berita acara yang ada pada sistem dengan mengarahkan kursor ke teks Klik
disini;

3) Berita Acara ditanda tangani secara basah oleh tim sesuai dengan data yang sudah
didaftarkan pada sistem pada menu tim asesor.

4) Setelah berita acara selesai ditandatangani pengguna melakukan unggah dokumen hasil
scanning berita acara dalam bentuk PDF. Pilih choose file pada menu yang sama untuk
melakukan unggah file berita acara tersebut.

5) Langkah terakhir adalah melakukan klik tombol Kirim Penilaian jika berita acara sudah

diunggah dan penilaian sudah dilakukan semua. Maka proses penilaian selanjutnya akan

masuk ke dalam akun tim penilai Kementerian Hukum dan HAM.

TOTAL )

Peogieiman Nda Evalvas

L T iate BaniS) o O ———

Klik tombol Kirim Penilaian

——————» untuk mengunggah berita acara

yang sudah final

Laman Prosesi Berita Acara Penilaian
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g) Menu Rekapitulasi

Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing
pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan tim asesor dan menampilkan hasil
rekapitulasi penilaian IRH. Hasil nilai pada menu rekapitulasi berupa nilai sementara yang
dapat berubah hingga semua variabel dan indikator dinilai oleh tim asesor dan tim penilai

kementerian.

Rekapitulasi Nilai IRH

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Indonesia

Variabel dan Indikator Bobot Mandn Nasional

Tinghat koordinesi Kementerian Hukum dan Nak Asasl Manusls untuk melskukan

' 25 2 19
regulas!
1 10 4 4
58180 RPUU yang duyukan harmonissy dengen daftar perencanssnnya
Progeun PP/Perprex. Progeun Petaturan ldenter/Kepala
rte 5UBIIN LeRNQLIOEN Dersyaratan permohonan Rarmanasas FPUU yang
- Saftar perencanaan atau kebutuhan M urm tertentu berdasarkan 3
b 4 4 4
2 15 15 15
Kompetensi sparatur sipil negara sebagal peranc ang peraturan perundang-
" 25 n2 226
undangan yang berkualitss
1 rt‘t .):i‘ ;t“}ﬂ')x-’ dan pengemDangan kompetensl ASN perancang oeraturan " 166 166
perundang undangs
3 :1"f1-_‘~:\,..-1;Ar MAQRATAN UNtuR ProgGIm pelatdan peninghalan kormpeten 2 % P
® XL menugaskan f-‘_" YOng memenuh syarat untk mengiut pe athan Perancang 7 y 7
Poraturan Perundang undangan
terw, hetodseriaan pejobat perancang peruturar
2 Lengan tekna petetihan workshop be's secars . o .
m berbagal s 12
Ket Boring don evatuas hubuen tet
1 i 3 reregulas dan derege "
tnghat K/
2 unan jamiah Peratutan Perundang undsngen (yang 0s sast ini/ existng 2
Tirdak Lanpt hasd erahsnn terhadap program Pembentukan Peraturan Perundarg
3 danga iH
s Tingkat ketedibatan pejabat fungsional anahs hukum dalarmn melaiulan evaluas
Peraturan Perundang undangan
v Peraturan 15 15
1 Testangunnys SO0 yang tenntegrasi dengan portal SDSN 15
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMAS!I HUKUM 100 90.2 a6

Pusdatin Kermenkumbam

Laman Rekapitulasi Pengguna Tim Asesor
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h) Menu Produk Hukum
Menu produk hukum pada aplikasi ini digunakan pengguna untuk mengunduh kebijakan
yang berhubungan dengan penilaian mandiri indeks reformasi hukum.

i) Menu Tutorial
Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan

dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk

video yang bisa pengguna saksikan.

Tutorial Penggunan Aplikasi IRH

APLIKASI TUTORIAL IRH

Aplikasi IRH : http://irh.kemenkumham.go.id/

@ TUTORIAL KINERJA TIM KERJA

https://drive.google.com/file/d/19utjTcnB3ZkKkYMOhZYLzulPtHbATOhY/view?usp=sharing
or

https://youtu.be/YsvlsVfmVhw

) TUTORIAL KINERJA ASESOR

https://drive.google.com/file/d/104NiTDOZBtV2ljvf6ulL174nQVID5ikg/view ?usp=sharing
or
https://youtu.be/xlgMuSug6NE

Catatan : Tutorial terdapat juga di dalam Aplikasi IRH
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BABYV

VARIABEL PENILATAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

A. Pemenuhan Dokumen Penilaian IRH Pemerintah Daerah
I. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah

untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

1. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.
Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
= Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

= Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);

Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran | Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011)
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Maksud dan Tujuan
D. Metode
BAB Il KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta
permasalahan yang dihadapi
D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur
dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban
keuangan negara
BAB IlI EVALUAS| DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
BAB VI PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah
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Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan

Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C.  Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB Il POKOK PIKIRAN
BAB Il MATERI MUATAN
A.  Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

*= Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah;

® Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari
Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;

= Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan
Daerah);

= Surat Selesai Harmonisasi.

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan

Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

= Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

= Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);
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Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran | Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011)

BAB | PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Maksud dan Tujuan
D. Metode
BAB Il KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta
permasalahan yang dihadapi
D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur
dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban
keuangan negara
BAB IlI EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
BAB VI PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JuDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. |dentifikasi Masalah
C.  Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB Il POKOK PIKIRAN
BAB llI MATERI MUATAN
A.  Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B.  Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

= Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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= Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan
Daerah);

= Surat Selesai Harmonisasi

3. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan

Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

= Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

= Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir);

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan

Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C.  Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB I POKOK PIKIRAN
BAB Il MATERI MUATAN
A.  Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

= Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris
Daerah dan Pemrakarsa;

= Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
atau surat izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
(jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);

= Surat Selesai Harmonisasi.

4. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat
pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik

secara langsung atau online.
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Data dukung yang dilengkapi dan diunggah: Undangan, Daftar Hadir pimpinan tinggi
pemrakarsa dan Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham, Notula, dan dokumentasi

rapat pengharmonisasian.

Il. Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang
berkualitas
1. Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

Dokumen jumlah perancang yang telah terdata oleh Instansi Pembina meliputi Data

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa matrik terlampir.

Misalnya terdapat 10 perancang dalam instansi pemerintah dan yang telah mendapatkan

akun 5 perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada

pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.

€ Data fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam
indikator ini merupakan data jumlah perancang peraturan perundang-undangan
dalam instansi Pemerintah.

€ Instasi Pemerintah menyampaikan data perancang perundang-undangan kepada
instansi Pembina dengan mengisi matrik yang berisi kolom yang terdiri atas nama,
NIP, jenjang jabatan, unit kerja, Mekanisme Pengangkatan, SK Pengangkatan,
Pangkat/gol ruang, sudah atau belum mengikuti pelatihan fungsional perancang
disertai screenshoot akun perancang.

€ Pemerintah Daerah telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan
Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban
maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina.

€ Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi
Pemerintah, dianggap telah terdata 81% — 90% perancang sudah mendapatkan akun
oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat
pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah
pejabat Eselon IIl/setingkat di bidang kepegawaian.

€ Matrik Pengisian Data Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan

37



ontoh penaisian matrik:

KOP Instansi

No. Nama

Mekanisme

Pengangkatan
(Pertama/ No. SK JF Pengangkatan
Inpassing/ Perancang PerUUan Pangkat/
Jenjang Sudah g g I betum/
NP Unit Kerja Perpindahan (pengangkatan (Pertama/ Gol.
Jabatan g Soasg/ e il b disertai Screen shoot sertifikat (Screen shoot darl apUkasi e-perancang)

Penyetaraan | Jabatan/ Penyetaraan Jabatan
Jabatan) *pilih | dan/ atau kenaikan jenjang
satu diantara Jabatan)

1 Prahesti Sekar

198902162012122002

erUUan Ahli | Peraturan PerUUan Pertama berdasarkan Keputusan 2016 Perancang PerUUan

Perancang Direktorat Jenderal Pengangkatan | 1. Pengangkatan Pertama | i/c Sudah mengikuti Pelatinan fungsional Ahl Pertama Tahun | Sudah memiliki Akun Gengan menyertakan tampilan Profil data dirl

2.Kenaikan jenjang jabatan Abl
Muda berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan  HAM
Nomor: SEK.2-727.KP.10.02
Tahun 2021 (TMT tanggal 21
September 2021)

Muda Menteri Hukum dan HAM

Nomor  SEK2-120.KP.03.04
Tahun 2017 (TMT : Tanggal 17
November 2017)
Catatan: Dalam hal JF Perancang Peraturan PerUUan belum
menmiliki akun perancang, maka menyertakan bukti (SS) surat
permohonan akun perancang kepada instansi pembing

Nama Jabatan,
(TTD dan Cap Dinas)

Nama Pejabat

2. Pengembangan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan

pelatihan fungsional Perancang.

1) Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

2)

*
*

*

*

Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi perancang;

Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Surat penugasan mengikuti pelatthan Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan.

Catatan untuk indikator di atas sebagai berikut :

Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, instansi
pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% — 90% dari semua
perancang yang ada dari perancang yang ada di instansi pemerintahnya maka
instansi pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan
tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat
Eselon 111/ setingkat di bidang kepegawaian.

Instansi Pengguna tidak mengolakasikan program dan anggaran pelatihan
fungsional perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional
menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM, maka instansi
pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat
pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan dari instansi penyelenggara pelatihan fungsional.

Dalam hal instansi pemerintah tidak memiliki pegawai denga formasi

Perancang Peraturan Perundang-undangan maka harus melampirkan surat
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pernyataan tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan
Perundang-undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon
III/setingkat dibidang kepegawaian.
€ Penilaian periode tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Pertama (formasi CPNS Perancang Peraturan
Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
3. Keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam
kegiatan Pengembangan Kompetensi

Melengkapi data dukung yang diunggah:

Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang peraturan

Perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar,

workshop, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat,
undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah atau non instansi pemerintah.

Catatan:

1) Jika tidak memiliki perancang pada tahun 2023, Pemerintah Daerah membuat
Surat Pernyataan/Keterangan tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-
undangan yang ditandantangani oleh minimal pejabat eselon III/setingkat
dibidang kepegawaian.

2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi
pemerintah, dianggap 81% — 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan
kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan
tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat eselon
III/setingkat di bidang kepegawaian.

3) Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan
pengembangan kompetensi diperuntukkan bagi seluruh jenjang jabatan peraturan
perundang-undangan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama) baik
yang berasal dari pengangkatan Ahli Pertama, perpindahan jabatan maupun

penyetaraan jabatan.

1. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan Perundang-undangan
berdasarkan hasil reviu.
1. Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan yang sudah

berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi.
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Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

€ SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah.

Catatan:

1)

2)

3)

Data dukung nomor 1 dilihat dari nomor Surat Keputusannya (jika hanya 1 data
dukung maka dihitung 1 kegiatan).

Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk
melakukan analisis dan evaluasi/monitoring maka dapat dinilai.

Jika belum melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi karena alasan/kendala
tertentu dinilai ¢ namun melampirkan/unggah surat keterangan yang

ditandatangani oleh pejabat eselon II.

KELIMA Kelompok Kera Analss can Evalasi Hukum dapat mengundang atau
MANGGUNAKAN NArRSu dan X Abademis, Praktisi
Organisasi Profes: stsu v m rargks mendukung
Poka sesuai hetentuan yang beraku.

KEENAM Mas| kegatan dalam bentuk laporan akivr Pokja Analss dan Evaluas Hukum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI adalah mix Bacan Pemzinaan Hukum Nasiona dan Badan Pembnaan

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Fukum Nasional mempunyai hak umuk mamperbanya. menerbitcan, dan
manyenataskanya

KETUJUH Segals baya yang berrubungan cergan pelaksanaan Keputusan i
iDeama: i APBN berdatarkan DIPA Bacan Pamtinaan Hukum
Nasicral T (23 Nomer SPDIPAD13 10,1 4625872023 tanggel 30
Novemnbe:

PEMBENTUKAN KELOMPOK KE i AN EVALUAS! HUKUM KEDELAPAN  Kegutuman Menter ini mukii Beciky DACR tROgaW CReAckAn
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2023
Dutataphan o Jakana

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA Pada tanggal & Februan 2023

Marsmbang 0. bahwa 52180 sa% largkah Pamenatsh ) dalsm malsksanscan patoscguran an, MENTER| HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA,
0l segala bdang yatu dengan melakuxan penataan reg.fas KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
B bahwa dalem rangka pensisen reguas lesebul pery melskukan snalss
dan evaluas! hukum penegakan hukum tndak pioara korupss; -
¢ bahwa basdasarkan perimbangan sebagamana dimaksud dawm huril 8
dan hurut b, peru meretackan Keputusan Kepala Badan Perbinaan Huium
Nasiona: nang Pambanukan Kelompok Kera dan Evauss PROF. DR, WIDODO EXATJAHJANA, S 1., MHUM.
Hukum Penegacan Hukum Tndak Poans Korups: Te ggoren 2023 NIP. 19710801 199303 1 001
Mangingat Uncang-Undang  Nomor

Tanun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lerlaran Negars Republ scoasa Tabun 2003 Nor <
Lembaran Negara Republc  Nomor 4206,

Uncang-Undang Nomar 1 Tehun 2004 tetang Perbendaharaan Negan
(Lembaran Negars Repubih Indonesa Tahun 2004 Nomer 5. Tambshan
Lembaran Negara Regublik indones a Nomor 4335
3. Unaang-Undang Nomoe 38 Tahun 2008 temang Kemantanan Negam
(Lamraran Negars ru,,..'..- n Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan
Lembaran ml

Tambahe:

Sainan Keputysan Kegels Badar Pambinsan Hukum Nasonal inl dssmpakan sepada Yo
1. Menter Hukum dan Hak Asasi Manusi

2. Manter PPN/Xegaia Sadan Parencanaan Pemeangunan Nascnal

3. Ketua Badsn Pamankss Keuangan

4. Kepals Bacan Pengawasan Kevangan dan Pemtangunan
5. Diewkiur Jendedl Anggaren Kemenleren Kewaogan
[}
5
8

Orektur Perbendasharsan Fu'vwlvo Keuangar.
Kapala Kanior Palsyanan Pabend Gors Jokana || can
Yang barsanglaitan untuk & Ratany can cHBKBANIAAN 990 9PAMANA MAsINyR

paratur Sei Negas
4 Nomor 6, Tambakban

M.

Negara Re;
Lembaran Negara Regubi Indoness Nomo
0 Av-g Gran PeOCapatan ¢a

5 Uncang-Undang Nemor 28 Tah
Buqa Negara Tanhua Angg
Indcnesa Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan m::a an Negara Repubi
inconesa Nomee 6827
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 sentang Kementerian Hukum dan
Mak Asas Manusa {Lembaran Negara Repubd Indonesa Tahun 2015
Nomor 84
Peraturan Pmsce- Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pencatan atas

3 L
ran Mo Pama.ag\ naan A:am: Negara dan Raformasi Brokras
51 | Araks Hukim (Bera

den PéAAsll\.lu -..\n—Tt Tahun 2021
®as dan Tale Kea Kememeias Hukum dan Hak Asasl

1 Paratran Maotse Hukum dan Hak Asasi Manusa Nomor 42 Tanun 2021
tertang Urnies Fungs: Organsas Jabstan Pmpnan Tngg Pratama das
Tugas Kocednator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemenseran Hukum
can hak Asas Manusa

2. Prop

Contoh: Surat Keputusan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

orsi jumlah peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi

sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

1.

Daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang ditargetkan untuk
dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian;
Daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai

target pada satu tahun sebelum tahun penilaian;
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3. Laporan hasil evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah.
Catatan:
Data dukung nomor 1 berupa daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang

ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

TARGET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH YANG AKAN
DIEVALUASI TAHUMN 2023

No | Judul Peraturan | Keterangan
FPeraturan Daerah

1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Sampah

2 Peraturan Daerah Momor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dasrah Momor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah

Peraturan Gubermur

1 Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Thukota
Jakarta Nomwor 76 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2 Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus lbhukota
Jakarta Nomwor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah

Instruksi Gubemur

1 Instruksi Gubemur Nomor 160 Tahun 2015 fentang
Jadwal Pembuangan Sampah dar Sumberiarga dan
Jadwal Pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sampah
Terpadu Bantargebang

2 Instruksi Gubemur Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta Nomwor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan
Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri
Keputusan Kepala Dinas

1 Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Kawasan
Secara Mandiri

2 | Keputusan Kepala Dinas LH No. 374 Tahun 2017
tentang Persyaratan Teknis lzin Usaha Pengelolaan
Sampah

Pejabat Yang Berwenang
Ttd

Nama
NIP.

Contoh: Daftar PUU yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian

Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan
di daerah.
Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
1. Program perencanaan pembentukan produk hukum daerah (mis; Propemperda,
Propemperkada, dll);
2. Dokumen pengusulan pembentukan produk hukum daerah (mis; Surat Pengajuan
Usul Rancangan Perda/Perkada); dan atau
3. Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis; naskah

akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat).
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Catatan:

Hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah
berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang
ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk: masuk ke dalam  Program
Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengusulan ke dalam Program Pembentukan
Produk Hukum Daerah, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi
hasil analisis dan evaluasi (contoh: RKPD tahunan dan/atau dokumen lain yang

menunjukkan adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang

bersifat non-regulasi); dan/atau pemanfaatan

hasil analisis dan evaluasi dalam

kajian-kajian (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi).

FORM TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Kementerian/Lembaga : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional [lmu Pengetahuan Dan Teknologi

Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan pelaksana

tentang Rencana

tentang Rencana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tersebut | Induk Pemajuan Induk Pemajuan Peraturen
disimplifikasi menjadi 2 Peraturan pelaksana| Ilmu Pengetahuan limu Pemerintah
yaitu: dan Teknologi Pengetahuandan | 'entang Rencana
a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang| masih dalam Teknologi masih | Induk Pemajuan

Rencana Induk Pemajuan [Imu Pengetahuan pembahasan dalam [lmu

dan Teknologi internal pembahasan Pengetahuan dan
b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang internal Teknologi  dan

Penyelenggaraan llmu Pengetahuan dan |2. Rancangan R

Teknologi. Peraturan . Rancangan AN

Pemerintah Peraturan Peraturan

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah | tentang Pemerintah Pemerintah
tentang Penyelenggaraan IImu Pengetahuan dan | Penyelenggaraan tentang tentang

No Rekomendasi Tindak Lanjut (TL) Progres Tindak Data Dukung Ketera
Lanjut (DD) ngan
(PTL)
Regulasi Non
Regulasi
1 2 3 - 5 6 7
1. | BRIN saat ini sedang memproses pembentukan |1. Rancangan 1. Rancangan . surat Izin
peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Peraturan Peraturan Prakarsa
Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pemerintah Pemerintah . Draft Rancangan

Contoh: Form Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Tingkat keterlibatan Pejabat Fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan

evaluasi PUU existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi

atau deregulasi.

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

1. Rekap data Pejabat Fungsional Analis Hukum; dan
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2. SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah
yang melibatkan Pejabat Fungsional Analis Hukum.

Contoh:

Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di Pemda dan terdapat 5 pejabat
analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan < 51%, berarti pilihan d.
Demikian seterusnya.

Catatan:

Jika tidak memiliki Pejabat Fungsional Analis Hukum dapat melampirkan surat

keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

REKAP DATA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

No Nama NIP Pangkat/Gol Ruang Intansi/Unit Kerja Jabatan

1 | DwiArlieza, SH, MH. | 19791251998031002 | Pembina (IV/a) Provinsi, Kab/Kota Analis Hukum Ahli
Biro/Bagian Hukum | Madya

2 | Salsabila, S.H., M.H. 19811251998031002 | Penata (lllic) Provinsi, Kab/Kota Analis Hukum Ahli

Biro/Bagian Hukum | Muda

3 | Nidya Rama Suci, S.H. | 19891251998031002 | Penata Muda Tk. | Provinsi, Kah/Kota Analis Hukum Ahli
(1) Biro/Bagian Hukum | Muda

4 | Putra Jaya Sentosa, S.H. | 19961251998031001 | Penata Muda (lllla) | Provinsi, Kab/Kota Analis Hukum Ahli
Biro/Bagian Hukum | Pertama

Sekretaris Daerah

Ttd

Nama
NIP

Contoh: Rekap data Jabatan Fungsional Analis Hukum

IVV. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum
Data Dukung yang diunggah :

€ Hasil unduh e-report yang dikirimkan

€ Cuapture log sinkronisasi Integrasi

Catatan:

1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
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2) Indikator yang digunakan dalam penilaian JDIHN berdasarkan 7 Aspek dan 32

indikator Pengelolaan JDIH

3) Penilaian diambil dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan

Hasil Penilaian Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Hasil unduh e-report yang
dikirimkan

* Capture log sinkronisasi
Integrasi yang ada pada akun
portal JDIHN anggota

SELAMAT DATANG DI
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BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah ini ditetapkan sebagai acuan
dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum baik bagi seluruh Pemerintah Daerah,
maupun bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku leading institution.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai
kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka
penetapan kategori dan predikat reformasi hukum diharapkan secara bertahap dapat diubah
sehingga semakin mengarah kepada peningkatan reformasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan
evaluasi kebijakan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum untuk mengetahui efektivitas

pedoman ini.
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LAMPIRAN I

Tim Asesor dan Tim Kerja

LAMPIRAN 1

Contoh Draft SK Keputusan Pemerintah Daerah
tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks
Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah

Contoh Draft
SKTim Asesor

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATT/WALIKOTA
NOMOR : ..... TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang ' @ e,

Mengingat : 1. ...l
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Menetapkan

KESATU
KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG TIM
PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Ditetapkan di ...............
Pada tanggal

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA
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Lampiran 2

SK Keputusan Pemerintah Daerah tentang
Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks
Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah

Nomor :

Tanggal:

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Tim Asesor

Ketua T

Anggota S B
2.
3
4.
5. dst.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
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LAMPIRAN 3

Contoh Draft SK Keputusan
Pemerintah Daerah tentang Tim
Penilai Mandiri (Tim Kerja)
Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah

Nomor :

Tanggal :

Contoh Draft
SKTim Kerja

KEPUTUSAN GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : ........ TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

b. dst.
1.
2. dst.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN  GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA  TENTANG TIM

PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
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KETIGA : dst.

Ditetapkan di ...............
Pada tanggal
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,
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Lampiran 4

SK Keputusan Pemerintah Daerah tentang
Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks
Reformasi Hukum pada Pemerintah
Daerah

Nomor

Tanggal

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM

PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Tim Kerja

Ketua P

Anggota : |
2
3
4o
5 dst.

Sekretariat T

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
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LAMPIRAN 5

Uraian Tugas Tim Penilai Mandiri
Nomor

Tanggal

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua bertugas:

a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan rencana;

b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Tim Asesor bertugas:

a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri
khusus bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 pada Aplikasi
Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

3. Tim Kerja bertugas:

a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi
Hukum;

b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

4. Sekretariat bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim

Asesor;
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LAMPIRAN 6

1. Pengajuan permohonan
pengharmaonisasian sesusi dengan:
3. UU MNomor 12 Tahun 2011 fentang

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangamn
sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan UU Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubzhan
kedua atas UU Nomer 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Permenkumham Momar 22 Tahun
2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah
oleh perancang peraturan
perundang-undangan

Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Momor M.HH-
01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah

1. Pengajuan permohonan
pengharmenisasian sesuai dengan:
2. UU Momor 12 Tzhun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan UU Momer 13
Tahun 2022 tentang Perubahan
kedua atas UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Permenkumham Momeor 22 Tahun
2018 tentang Pengharmanisasian
Rancangan Peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah
oleh perancang peraturan
perundang-undangan

Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomar M.HH-
01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah

Keluaran (Data Dukung)

Rancangan Peraturan Dzerah
yang berasal dari Pemerintah
Daerah:

3. Surat permohonan
pengharmonisasian
Rancangan Peraturan
Daerah yang ditandatangani
oleh pejabat yang
berwenzng ;

b. Maskah akademik,
penjelasan’keterangan
[format terlampir)

c. Surat Keputusan mengenai
pembentukan Tim Penyusun
Rancangan Peraturan
Daerah:

d. Rancangan Peraturan
Daerah yang telzh
mendapatkan paraf
persetujuan dar Sekrataris
Daerzh, dan Pemrakarsa;

e Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Dzerah
tentang Program
Pembentukan Peraturan
Diasrah atau Surat [zin
prakarsa | surat izin
pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (jika tidak
termasuk dalam dafiar
Program Pembentukan
Peraturan Daerah);

f.  Surat Selesai Harmonisasi.

Keluaran (Data Dukung)

Rancangan Peraturan Daerah

yang berasal dari DPRD :

3. Surat permohonzan
pengharmaonisasian
Rancangan Peraturan
Diaerzh yang ditandatangani
oleh pajabat yang
berwenzng;

b. Maskzh Akademik atau
penjelzsan’keterangan
{format terlampir};

©. Rancangan Peraturan
Diasrzh yang telzh
mendapatkan paraf
persetujuan Pimpinan
Dewan Perwzkilan Rakyat
Daersh;

d. Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Dzerah
tentang Program
Pembentukan Peraturan
Diaerah atau Surat lzin
prakarsa | surat izin
pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (jika tidak
termasuk dalam daftar
Program Pembentukan
Peraturan Daerah);

& Surat Selesai Harmonisasi.

Kuesioner

{Bobot 6)

Tingkat kesesuaian
kelengkapan
persyaratan
permohaonan
harmenisasi
Rancangan Peraturan
Daerah yang berasal
dari Pemerintah
Daerah :

3. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 8 kriteria
persyaratan

b. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi § kriteria
persyaratan

c. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 4 kriteria
persyaratan

d. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 3 kriteria
persyaratan

& Usulan Rancangan
Peraturan Dzerah
memenuhi 2 kriteria
persyaratan

f Usulan Rancangan
Peraturan Dzerah
memenuhi 1 kriteria
persyaratan

Kuesioner
(Bobot 6)

Tingkat kesesuaian
kelengkapan
persyaratan
permohonan
harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah yang
berasal dar Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah:

2. Usulzn Rancangan
Peraturan Dzerah
memenuhi 5 kriteria
persyaratan

b. Usulzn Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 4 kriteria
persyaratan

c. Usulzn Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 3 kriteria
persyaratan

d. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 2 kriteria
persyaratan

2. Usulan Rancangan
Peraturan Dzerah
memenuhi 1 kriteria
persyaratan
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Matriks Variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah

Petunjuk

Fesesuasizn Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang

beraszl dari Pemerintzh Daerah, dengan program pembentukan

Py Daerah dan Peny ian proses b isasi. Hel 1

yang perlu diunggah (3 Kriteria dalam file terpisah)

3. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. Maskah akademik penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi

dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang selaras

sisternatika dan mater muatannys;

EK Pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;

a

Antarperangkat Daerah;

e. Heputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah atsu Surat Izin prakarsa [ surat izin
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk
dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah)

f  Surat Selesai Harmonisasi.

Pilih a) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 8 kriteria
persyaratan
Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Daersh memenuhi 5 kriteria
persyaratan
Pilih ¢} Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria
persyaratan
Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Daersh memenuhi 3 kriteria
persyaratan
Pilih &) Jika usulan Rancangan Peraturan Daersh memenuhi 2 kriteria
persyaratan
Pilin f) Jika Usulan Rancangan Peraturan Dasrah memenuhi 1 kriteria
persyaratan

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilzinya 20, jika pilihannya ¢ nilainya
20, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya & nilainya 60, dan jika
pilihan f nilzinya 50.

Petunjuk

Kesesuaian Permohenan Hammonisasi rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari DPRD, dengan program pembentukan Peraturan Daerah dan
Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (5
Hriteria dalam file terpisah)

2. ‘Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
yang ditsndatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. Maskah akademik stau penjelasaniketerangan;

c. Rancangan Peraturan Dasrsh yang telsh mendapatkan paraf
persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Meputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat |zin prakarsa / surat izin
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk
dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daersh).

&. Surat Selesai Harmonisasi.

Pilin a) Jika usulan Rancangan Peraturan Daersh memenuhi 5 knteria
persyaratan
Pilin b} Jika usulan Rancangan Peraturan Daersh memenuhi 4 knteria
persyaratan
Pilin ¢} Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria
persyaratan
Pilin dj Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria
persyaratan
Pilin e} Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria
persyaratan

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika piihannya c nilainya
75, jika pilihannya d nilainya &0, jika pilihannya e nilainya 50.

Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia

Panduan Untuk

Pengampu
{Instansi Pembina)

Untuk semua
Rancangan Peraturan
D'aerah yang beraszal
dari Pemerintah
Daerah

Pengampu akan
melihat Kelengkapan &
friteria (Keenam
kriteria harus dibuat
dalam file yang
terpisah dan diupload).

Maka:

Jika 8 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
A100

Jika § kriteria lengkap
diupload maka nilainya
580

Jika 4 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
[o3:11]

Jika 3 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
D70

Jika 2 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
E80

Jika 1 kriteria lengkap
diupload maka nilzinya
F 50

Panduan Untuk

Pengampu
{Instansi Fembina)

Untuk semua
Rancangan Peraturan
Diaerah yang berasal
dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pengampu skan
melihat Kelengkapan &
kriteria (Kelima krteria
harus dibuat dalam file
yang terpisah dan
diupload).

Maka:

Jika 5 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
A 100

Jika 4 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
B85

Jika 2 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
CT5

Jika 2 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
D60

Jika 1 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
E 50



1. Pengajuan permohonan
pengharmonisasian sesuai dengan:
2. UU Momor 12 Tzhun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana telsh beberapa kali
diubah dengan UU Momer 13
Tahun 2022 tentang Perubahan
kedua atas UU Momar 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

. Permenkumham Momar 22 Tahun

2018 tentang Pengharmaonisasian
Rancangan Peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah
oleh perancang peraturan
perundang-undangan

Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Momor M.HH-
01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Fonsepsi Rancangan Peraturan
D=erah dan Rancangan Peraturan
Fepala Dzerah

2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi

pemrakarsa, kepala perangkat
daerah yang menyelenggarakan
urusan di bidang hukum, dan/atau
DPRD di daerah dalam rapat
pengharmanisasian yang memiliki
kewenangan dalam pengambilan
keputusan baik secara langsung
atau online

Keluaran (Data Dukung)

Rancangan Peraturan Kepala

Daerah :

3. Surat permohonzan
pengharmanisasian
Rancangan Peraturan
Kepalz Daerah yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang;

b. Penjelzsanketerangan atas
Rancangan Peraturan
Kepalz Daerah (format
terampir);

©. Rancangan Peraturan
Kepalz Daerah yang telsh
mendapat persetujuan dari
Sekretaris Dagrah dan
Pemrakarsa;

d. Keputusan Kepala Dzerah
tentang Program
Pembentukan Peraturan
Kepalz Daerah atau Surat
|zin prakarsa / surat izin
pembentukan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
(jika tidzk termasuk dalam
daftar Program
Pembentukan Peraturan
Kepala Daersh);

& Surat Selesai Harmonisasi.

Keluaran {Data Dukung)

Undangan, Daftar Hadir
pimpinan tinggi pemrakarsa, dan
pimpinan tinggi Kanwil
Kemenkumham, kepala
perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan di
bidang hukum, dan/ztau DPRD
di daerah, Metula dan
dokumentasi rapat
pengharmaonisasian

Kuesioner

{Bobot 6)

Tingkat kesesuaian
kelengkspan
persyaratan
permohonan
harmonizasi
Rancangan Peraturan
Hepala Daerah yang
berasal dari Kepala
Daerah:

2. Usulzn Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
5 kriteria
persyaratan

b. Usulzn Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
4 kriteria
persyaratan

c. Usulzn Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
3 kriteria
persyaratan

d. Usulzn Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi

Petunjuk

Hesesuaian Permohonan Harmaonisasi rancangan Peraturan Kepala
Dizerah yang berasal dari kepalz Daerzh, dengan perencanazn
pembentukan Peraturan Kepala Dzerah dan Penyelasaian proses
Harmaonisasi. Kelengkapan yang peru diunggah (5 Kriteria dalam file
terpizahf

2. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala

Dzerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. Penjelzsan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah

dari perangkat daerah pemrakarsa; dan
c. Rancangan Peraturan Kepala Daersh yang telah mendapat
persetujuan dari perangkat daerah yang membidangi hukum;

d. Keputusan Kepalz Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan

Hepala Dzerah atau Surat |zin prakarsa / surat izin pembentukan
Rancangan Persturan Kepala Dasrah (jika tidak termasuk dalam
daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);

e. Surat Selesai Harmonisasi.

Pilin a) Jika usulzn Rancangan Peraturan Kepala Dasrah memenuhi §
kriteria parsyaratan
Pilin &) Jika usulzn Rancangan Peraturan Kepala Dasrah memenuhi 4
kriteria parsyaratan
Pilin ¢) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Dzerah memenuhi 2
kriteria parsyaratan
Pilin d} Jika usulzn Rancangan Peraturan Kepala Dasrah memenuhi 2
kriteria parsyaratan
Pilin €) Jika usulzn Rancangan Peraturan Kepala Dasrah memenuhi 1
kriteria parsyaratan.

Panduan Untuk

Pengampu
{Instansi Pembina)

Untuk semua
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah.

Pengampu skan
melihat Kelengkapan 5
kriteria (Kelima kriteria
harus dibuat dalam file
yang terpisah dan
diupload).

Maka:

Jika § kriteria lengkap
diupload maka nilzinya
A 100

Jika 4 kriteria lengkap
diupload maka nilzinya
B85

Jika 3 kriteria lengkap
diupload maka nilzinya
G75

Jika 2 kriteria lengkap
diupload maka nilzinya
D60

Jika 1 kriteria lengkap
diupload maka nilzinya
E 50

minimal 2 kriteria
persyaratan

e Usulzn Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
minimal 1 kriteria
persyaratan

Kuesioner

{Bobot 7)

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi

pemrakarsa, kepala perangkat

dasrah yang menyelenggarakan

urusan di bidang hukum, danfatau

DPRD di daerah dalam rapat

pengharmanisasian yang menmiliki

kewenangan dalam pengambilan

keputusan

a. 91% - 100% dihadiri oleh
minimal Pimti Pratama
pemrakarsa di daerah

b. 81% - 80% dihadiri oleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
dazrah

c. §1% - 30% dihadiri cleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
daerah

d. 41% - 60% dihadiri oleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
dagrzh

e 21% - 40% dihadiri oleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
dazrah

f < 21% dihadiri oleh minimal Pimti

Pratama pemrakarsa di daerah.
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Petunjuk

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa,
kepala perangkat dasrah yang menyelenggarakan
urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di
daerah yang memiliki kewsnangan pengambilan
keputusan dalam satiap rapat pengharmanisasian.
Dipersyaratkan kehadiran rapat
pengharmanisasian minimal dihadiri Pimti Pratama
pemrakarsa. kepala perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang hukum,
daniatau OPRD di dzerah. Misalnya dalam 10 kali
rapat, berapa kali rapat yang dilkuti pimpinan finggi
pemrakarsa di dzerah dalam satiap rapat
pengharmaonisasian.

Jika dari 10 kali rapat hanya 3 kali rapat yang
diikuti pimpinan, berarti 20% dikuti. berada pada
pilihan 21% - 40%, berarti pilihan e. Demikian
seferusnya.

Jika pilihan a nilsinya 100, pilihan b nilainya &0,
jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d
nilzinya 40. jika pilihannya & nilsinya 20. jika
pilihannya f nilainya 10

Jika pilihan 2 nilainya 100, pilihan b nilainya 20, jika piihannya ¢ nilainya
G, jika pilihannya d nilzinya 40, dan jika pilihannya e nilzinya 20,

Panduan Untuk Pengampu

{Instansi Pembina)

Untuk semua Pemda dalam level
yang sama.

Dari dokumen yang diupload,
Pengampu melihat banyak
jumlah rapat. Pengampu juga
melihat rapat yang diiluti
pimpinan finggi pemrakarsa,
kepala perangkat dzerah yang
menyelenggarakan urusan di
bidang hukum, danfatsu DPRD
di dzerah dalam sefiap rapat
pengharmaonisasian.

Persentase= (Jumlah rapat yang
diikuti pimpinan yang memiliki
lkewenangan }/{Tetal Jumlah
Rapat) X 100%

Jika pada interval 81% - 100%
maka nilsinya 100

Jika pada interval 81% - B0%
maka nilzinya 20

Jika pada interval 81% - 80%
maka nilainya 60

Jika pada interval 41% - 80%
maka nilainya 40

Jika pada interval 21% - 40%
maka nilsinya 20

Jika < 21% maka nilzinya 10



Indikztor

Variabel Il: Kompetensi p

Keluaran (Data Dukung]

perundang-undangan (legal drafier) yang berkualitas

Kuesioner
|Bobaot 7]

Petunjuk
Panduan untuk K/L/FD

Panduan Untuk Pengampu
(Instansi Pembina)

1

¥ebijakan pembinaan Peranczng
peraturan perundang-undangan

Indikator

Duokumen Jumizh Perancang
yang telzh terdata oleh Instansi

Pembina meliputi Data

Fungzional Perancang Peraturan
Perundang-undangan berupa S

miztrik terlampir

Keluaran (Data Dukung)

nstansi Pemerintah menyampaikan

data perancang Peraturan

Perundang-undzngan kepada

Instansi Pembina:

91% - 100% perzncang sudzh

mendapathan akun.

b. 81% - o0% perancang sudzh
mendapathan akun.

¢ 71%- B0% perancang sudsh
mendapathan akun.

d. 51%- 70% perancang sudzh
mendapathan akun.

e. 51%-50% perancang sudsh
mendapathan akun.
£ 50% perancang sudzh
mendapathan akun.

Kugsioner
[Bobot 12)

Proporsi jumlah Pejabat Fungzional Perancang
Peraturan Perundang-undangan yang telzh
mendapatkan akun Perancang Peraturan
Perundang-undangan dari Instansi Pembina.
Miszlnya terdapat 10 perancang dalam
nistansi Pemerintzh dan yang telzh
mendapatkan 2kun 5 perancang, berarti 50%
yang telah terdatz oleh Instansi Pembina,
beradz pada pilihan = 50%, berarti pilihan {.
Demikian seterusmya.

Jika pilihan 2 nilzinya 100, pilihan b nilzinya
40, jika pilihannya ¢ nilzinya BO, jika
pilinannya d nilzinya 70. jika pilihannyz &
nilzinyz &0, jika pilihannya f nilainya 50

Catatan.

1) Dzlam hal K/L/PD telah menyampaikan
permohonan zkun Perancang Peraturan
rerundang-undzngan ke Instansi Pembing
namun belum mendapat surat jawaban
mazka dizngzap telah mendapatkan zkun
Ferancang Peraturan Perundzng-
undzngan. Dibuktikan dengan surat
permahonan akun ke Instansi Pembing.

| Jika tidak terdapat Perzncang Peraturan
perundang-undangan pada Instansi
remerintah, dianggap telzh terdata B1% -
30% perancang sudah mendapatkan kun
oleh Instansi Pembina maka Instansi
memilih pilinan b, dengan melampirkan
surzt pemyatzzn tidak memiliki perancang
yang ditandatangani oleh paling rendah
pejabat Eselon I11/setingkat di bidang
kepegawaizn.

v

Petunjuk

Dizri dokumen yang diupload, Pengampu melihat
bznyzk jumnlah perancang yang telzh mendapatkan
zkun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari
Instansi Pembina.

Persentase= Jumlah perancang yeng mendapatien
zkun Perancang Peraturan Perundang-
undangan )/{Total Jumlah Perancang] X 100%

lika pada interval 91% - 100% mzka nilzinyz 100
Jikz pada interval §1% - 30% maka nilzinyz 80
Jikz pada interval T1% - B0% maka nilzinya 80
Jika pada interval 61% - 70% maka nilzinya 70
lika pada interval 51% - 50% maka nilzinya 60
Jika = 50% maka nilzinyz 50

Catatan.

1) palam hal K/L/PD telzh menyampaikan
permohonan akun Perancang Peraturan
Perundang-undangan ke Instansi Pembing namun
belum mendapat surat jawaban maka diangzap
telzh mendapatkan zkun Perancang Peraturan
Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat
permohaonzn akun ke Instansi Pembina.

2] lika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-
undangan pada Instansi Pemerintah, diznggap
telah terdata 31% - 50% perancang sudzh
mendzpatkan akun oleh Instansi Pembinz maka
Instansi memilih pilihzn b, dengan melampirkan
surst pernystaan tidak memiliki perancang yang
ditandatangzni oleh paling rendah pejabat Eselon
Illfzetingkat di bidang kepegawaian.

Variabel Il: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafier) yang berkualitas

Panduan Untuk Pengampu
{Instansi Pernbina)

Penzembangan kompetensi
pErancang peraturan
perundang-undangzn melalui
kepatan pelatinan fungsions
PEranCang

Dokumen Jumlzh Perancang
yang ditugaskan mengikuti
relztinan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-
undangan meliputi:

1L

Program dan @nggaran
pelatihan fungsional
Perancang

Surat Keputusan Calon
Pegawai Negeri Sipil
dengan Formasi Jabatan
Fungsional Peramcang
Peraturan Perundang-
undangan

Surat penugasan mengikuti
pelatihan fungsional
perancang peraturan
perundzng-undangan.

Instansi Pemerintah

menugaskan Pejabat

Fungsional Perancang

Pergturan Perundang-

undzngan yang

memenuhi syarat
untuk mengikuti
pelatinan Perancang

Pergturzn Perundang-

undzngan:

3. 91%-100% dari
SEMUa pErancang
yang a0z

b, 81%-00% dari

SEMU3 PETENCANg
yang ada.

71% - B0% dari
SEMLA PEMENCang
yang adz.

61% - 70% dari
SEMUE pErancang
yang 0z

51% - 60% dari
SEMU3 PEMENCang
yang adz.

2 50% dari semua
[pEranCang yang
ada

eroparsi jumizh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti

pelztinan Fungzional Perancang Peraturan Perundang-

undzngan terhadap jumnizh keseluruhan perancang yang
ada pada Instanzi Pemerintzh.

Wiszlnyz terdzpat 10 perancang dalam Instansi

semerintzh dan masih menugaskan 5 perancang yang

mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan

Perundanz-undangzn, berarti 50% yang ditugaskan,

berzdz pada pilihan = 50%, berarti pifihan f. Demikian

SELETUEMYE.

Jika pilihan 2 nilzinya 100, pilihan b nilzinya 90, jikz

pilihannya c nilzinya B0, jikz pilihannyz d nilainya 70. jika

pilinannya e nilainya 0, jika pilihannya f nilzinya 50

Catatan :

1 Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-
undangan, Instanzi Pemerintzh diznggap sudah
menugaskan sebanyak 31% - 90% dari semua
perancang yang ada dari Perancang yang adz di
nstansi Pemerintahnya maka Instansi Pemerintzh
memilih pilihan b, dengan melampirkan surat
pernyztazn tidak memiliki perancang yang
ditandatangzni oleh paling rendah pejabat Eselon
I/ setingkat di bidang kepegawaian.

2. Dalam hal Instansi Pengguna tidak mengolakasikan
program dan anggaran pelatihan fungsional
Perancang dengan alzsan anggaran pelatihan
fungsional menggunakan anggaran APBN
¥ementerian Hukum dan HAM maka Instansi
Pemerintzh diznggap sudzh menugaskan peranczng
yeng tercantum dalam surat pemanggilan pessrta
pelatihan fungsienal Perancang Peraturan
perundang-Undangan dari instansi Penyelenggara
pelatinan fungsicnal.

3. Untuk penilsian periode Tahun 2023 yang dinilai
adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama (yang formasi CPNE
Perancang Peraturan PerUUAN Ahli Pertama)
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Dari dokumen yang diuplozd, Pengampu melihat banyak
jumlzh perancang yang telzh mengikut pelatihan Fungsionzl
Perancang Peraturan Perundang-undangan ARl Pertama.

Parsentase= (Jumlzh perancang yang telah mengikuti
pelztinan Fungsional Perancang Peraturzn Perundang-
undangan )/(Total Jumlah Perancang) X 100%

Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100
Jika pada interval 81% - 80% maka nilainya 50
Jika pada interval 71% - BO% maka nilainya 80
Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70
Jika pada interval 51% - 60% maka nilainya 60
Jika = 50% maka nilzinyz 50

Catatan :

il

lika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-
undangan, Instansi Pemerintah diznggap suda
menugzskzn szbanyak 81% - 0% dari semuz perancang
yang ada dari Perancang yang zdea di Instansi
Pemerintahnya maka Instansi Pemerintah memilih pilihan
b, dengan melampirkan surat pernyztaan tidak memiliki
perancang yang ditzndatangani oleh paling rendah
pejabat Eselon 1/ setingkat di bidang kepegawaian.
Dzlam hal Instansi Pengguna tidzk mengolakasikan
program dan anggaran pelztinan fungsional Perancang
dengan zlasan enggaran pelatihan fungsional
menggunzkan angzaran APBN Kementerian Hukum dan
HAM maka Instansi Pemerintah dianggap sudah
menugaskan perancang yang tercantum dalam surat
pemznggilan pesertz pelztihan fungsional Perancang
peraturan perundang-Undangan dari instansi
Penyelengzara pelztihan fungsional.

Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai
adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama (yang formasi CPNS
Perancang Peraturan PerUUAN Ahli Pertama)



Variabel Il: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas

3. eikutsertaan pejabat perancang
peraturan perundang-undangzn
dalam kegiztan pengembangan
kompetensi

Dokumen jumlzh keikutsertaan
pengembangan kompetensi
perancang perzturan perundang-
undangan antarz lzin pelatihan
teknis, bimbingan teknis,
seminar, workshop, atau forum
dalam bidang pembentukan
Perzturan Perundzng-undangan
bzik secarz klzsikal maupun
nonklzsikal berupa surat tugas/
surat perintah, sertifikat,
undangan, disposisi, atau daftar
hzdir yang diszlenggarakan aleh
Instansi Pemerintzh atau non
inztansi pemerintah.

Tingkat keikutsertzan pejabat
pEraEnczng peraturan perundang-
undangan dalam pengembangan
pErEncang:

2. 91%-100% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi.

b.  81% - 80% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi.

C  71%-B0% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangzn kompetensi.

d. 61%- 70% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi.

g 51% - 60% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi.
= 50% perancang mengikuti
kegiatan pengembangan
kompetensi

Tingkat keikutsertzan pejabat
PEranczng peraturan perundang-
undangan dzlam pengembangan
kampetenst perancang:

Pilih sesuai dengan yang dilakukan
pada masing-masing Instansi
Pemerintah.

Nilai pilihan disesuzikan dengan
keberadaan jumlah pejabat
perancang di masing-masing Instansi
Pemerintah.

Catatan:

lika tidzk terdapat Perancang
Peraturan Perundang-undangan pada
Instansi Pemerintah, dianggap 81% -
80% perancang mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi dengan
nilai b. Dibuktikan dengan
melampirkan serat pernyataan tidak
memiliki perancang yang
ditandatangani oleh paling rendzh
pejebat Eselon I1l/setingkat di bidang

Dari dokumen yzng diupload, Pengampu melihat banyak
jumlzh perancang yang telah mengikuti pengembangan
kompetensi pejabat perancang peraturan perundang-
undangzn.

Penilaian:

Persentase= [Jumlah perancang yang telah mengikuti
pengembangzn kompetensi Perancang Peraturan Perundang-
undangan }/{Totzl Jumlzh Perancang) X 100%

Jika pada interval 31% - 100% maka nilzinyz 100
Jika pada interval 81% - 30% maka nilzinyz 50
Jika pada intervzl 71% - 80% maka nilzinyz B0
Jikz pzda interval 61% - 70% maka nilzinyz 70
Jika pada interval 51% - 50% maka nilzinya 60
Jika = 50% mizka nilainya 50

Catatan.

Jika tidzk terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan
pada Instansi Pemerintah, dianggap B1% — 00% perancang
mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b.
Dibuktikzan dengan melampirkan surat pernyatzan tidak
memiliki perancang yang ditandztangani oleh paling rendzh
pejabat Eselon ll/setingkat di bidang kepegawaian.

kepegawaian.

Variabel lll: Kualitas re-requlasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 30%)

1. Kebijakan tentang 1. SKKegiatan
analisis dan evaluasi analisis dan
peraturan perundang- evaluasi
undangan yang sudah peraturan
berlaku (existing) di tingkat perundang-
daerah dalam rangka re- undangan di
regulasi atau deregulasi daerah

Pilihan a nilainya
100 pilihan b
nilainya 75
Pilihan ¢ nilainya
50

Pemda melakukan kegiatan
analisis dan evaluasi peraturan
perundang- undangan di daerah
dalam satu tahun anggaran yang
dibuktikan dengan data dukung
a.Sudah melakukan lebih dari 1
(satu) kali kegiatan dalam satu
tahun anggaran

b Sudah melakukan 1 (satu)
kali kegiatan dalam satu tahun
anggaran

¢ Belum melakukan kegiatan
analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan di daerah.
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Kebijakan Pemda melakukan kegiatan analisis
dan evaluasi peraturan perundang- undangan di
daerah

Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi
peraturan perundang-undangan di daerah
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun
anggaran

Pilih b_ jika kegiatan analisis dan evaluasi
peraturan perundang-undangan di daerah
dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun
anggaran

Pilih ¢, jika belum pernah melakukan analisis dan
evaluasi PUU di daerah

Jika pilihan:

Pilihan a nilainya 100 pilihan
b nilainya 75 Pilihan ¢
nilainya 50

Catatan:

1. Data Dukung Nomor 1 dilihat dar nomor
Surat Keputusannya (jika hanya 1 data
dukung maka dihitung 1 kegiatan)

2. Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain)
namun tujuannya untuk melakukan analisis dan
evaluasi/monitoring maka dapat dinilai

3. Jika belum melakukan Kegiatan analisis dan
evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai ¢
namun melampirkan/Upload surat keterangan
yang ditandatangi oleh pejabat Eselon II.

Untuk semua Pemda dalam level yang sama.
Kebijakan Pemda melakukan kegiatan analisis
dan evaluasi peraturan perundang-undangan di
daerah

Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan di daerah dilakukan lebih dari
1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang
dibukfikan dengan lebih dari 1 (satu) SK Kegiatan
Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau SK Kegiatan
Monitoring peraturan perundang-undangan satu
tahun sebelum tahun penilaian

Pilih b, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan di daerah dilakukan 1 (satu)
kali dalam satu tahun anggaran yang dibukfikan
dengan 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi
PUU dan/atau SK Kegiatan Monitoring peraturan
perundang-undangan pada satu tahun sebslum
tahun penilaian.

Pilih ¢, jika Pemda belum pernah melakukan analisis
dan evaluasi PUU (tidak mengupload data dukung
atau data dukung tidak sesuai

Jika Pilihan a nilainya 100
Jika Pilihan b nilainya 75
Jika Pilihan c nilainya 50



2. Proporsi jumlah
peraturan
perundang-
undangan di
daerah yang
berhasil di
evaluasi sesuai
farget pada satu
tahun sebslum
fahun penilaian

3. Tindak lanjut
rekomendasi haslil
analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan di daerah.

1.

2.

Daftar peraturan
perundang-undangan
di daerah yang
ditargetkan untuk
dievaluasi pada satu
fahun sebelum tahun
penilaian;

Daftar peraturan
perundang-undangan
di daerah yang
berhasil dievaluasi
sesual target pada
safu tahun sebelum
tahun penilaian;

. Laporan hasil evaluasi

peraturan  perundang-
undangan di daerah

1. Program
perencanaan

pembentukan produk

hukum daerah (mis;
Propsmperda,

Propsmperkada, dI) ;

- Dokumen pengusulan

pembentukan produk
hukum daerah (mis;
Surat Pengajuan Usul
Rancangan
Perda/Perkada); dan
atau

. Dokumen tindak

lanjut/pemanfaatan
hasil analisis dan
evaluasi (mis: naskah
akademik/penjelasan/
keterangan,
konsepsi/surat).

Proporsi jumlah peraturan perundang-
undangan di daerah yang berhasil di
evaluasi sesuai target pada satu tahun
sebelum tahun penilaian.

a

b.
C.
d

86%- 100% berhasil dievaluasi
T1%- 85%berhasil dievaluasi
51% - 70% berhasil dievaluasi
< 51% berhasil dievaluasi

Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan

di daerah yang ditindaklanjuti:

a. B86%- 100% yang ditindaklanjuti
b. 71%- 85% yang ditindaklanjuti
c. 51%- 70% yang ditindaklanjuti
d.

Proporsi jumlah peraturan
perundang-undangan di daerah
yang berhasil di evaluasi sesual
target pada satu tahun sebelum
fahun penilaian

Cukupjelas

Jika

Untuk semua Pemda dalam level yang Berbeda.
Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-

Undangan di daerah (yang ada saat ini‘existing)

yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu

tahun sebelum tahun penilaian

Persentase=(Jumlah Peraturan Perundang-
Undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai
target) + (Total Jumlah Peraturan Perundang-
Undangan di daerah yang ditargetkan untuk

pilihan a nilainya 100,
pilihan b nilainya 85,
pilihannya ¢ nilainya 70,
pilihannya d nilainya 50,

Catatan:

Data dukung nomor 1 berupa daftar
peraturan perundang-undangan di
daerah yang ditargetkan dan
ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang

Hasil analisis dan evaluasi
peraturan perundang-undangan
existing/yang sudah berlaku di
tingkat daerah (Pemerintah
Provinsi, Pemerintah

. <51% yang ditindaklanjuti
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Kabupaten/Kota) yang
ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat
berbentuk: masuk ke dalam
Program Pembentukan Produk
Hukum Daerah, pengusulan ke
dalam Program Pembentukan
Produk Hukum Daerah,
dikeluarkannya kebijakan yang
menindaklanjuti rekomendasi
hasil analisis dan evaluasi
(contoh: RKPD tahunan dan/atau
dokumen lain yang menunjukkan
adanya tindak lanjut hasil
rekomendasi analisis dan
evaluasi yang bersifat non-
regulasi), dan/atau pemanfaatan
hasil analisis dan evaluasi dalam
kajian-kajian (contoh: naskah
akademik/penjelasan/keterangan,
konsepsi).

Cukup jelas

Jika

pilihan a nilainya 100
pilihan b nilainya 85
pilihannya ¢ nilainya 70
pilihannya d nilainya 50

dievaluasi) X 100%

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85,
Jika pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d
nilainya 50,

Untuk semua Pemda dalam level yang
Berbeda. Hasil evaluasi peraturan perundang-
undangan di daerah yang ditindaklanjuti.

Persentase=(Jumlah hasil evaluasi peraturan
perundang-undangan di daerah yang
ditindaklanjuti) + (Total hasil evaluasi
peraturan perundang-undangan di daerah
yang dievaluasi) X 100%

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya
85, jika pilihannya ¢ nilainya 70, jika
pilihannya d nilainya 50.



Variabel Ill: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (30%)

4. Tingkat keterlibatan 1. Rekap data pejabat 6 Proporsi tingkat keterlibatan pejabat Pemda melibatkan pejabat analis Persentase= (Jumlah pejabat analis hukum
pejabat fungsional fungsional Analis fungsional analis hukum dalam hukum dalam melakukan evaluasi yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi
Analis Hukum dalam Hukum; dan melakukan evaluasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Peraturan Perundang-Undangan di daerah) =
melakukan analisis 2. SKKegiatan analisis Perundang-Undangan di daerah daerah. Lihat rekap data pejabat (Total Jumlah pejabat analis hukum yang ada)
dan evaluasi PUU dan evaluasi a. 86% - 100% pejabat fungsional fungsional analis hukum dan SK X 100%

eksiting/yang sudah peraturan perundang- analis hukum dilibatkan dalam Kegiatan analisis dan evaluasi

berlaku di Tingkat undangan di daerah melakukan evaluasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Jika pada interval 86% - 100% maka nilainya
daerah dalam rangka yang melibatkan Perundang-Undangan di daerah daerah dan/atau SK Kegiatan 100

re-regulasi dan pejabat fungsional b. 71% - 85% pejabat fungsional analis Monitoring peraturan perundang- Jika pada interval 71% - 85% maka nilainya
deregulasi. Analis Hukum hukum dilibatkan dalam melakukan undangan. 85

evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan di daerah.

. 51% - 70% pejabat fungsional analis
hukum dilibatkan dalam melakukan
evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan di daerah

d. <51% pejabat fungsional analis
hukum dilibatkan dalam melakukan
evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan di daerah.

Misalnya terdapat 10 pejabat analis
hukum yang ada di Pemda dan
terdapat 5 pejabat analis hukum yang
dilibatkan dalam melakukan evaluasi
Peraturan Perundang-Undangan di
daerah, berarti 50%, berada pada
pilihan < 51%, berarti pilihan d.
Demikian seterusnya.

Jika

pilihan a nilainya 100
pilihan b nilainya 85
pilihannya c nilainya 70
pilihannya d nilainya 50

Catatan:

Jika pada interval 51% - 70% maka nilainya
70
Jika< 51% makanilainya 50

Jika tidak memiliki pejabat fungsional
analis hukum dapat melampirkan surat
keterangan yang ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah

Variabel IV: Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

Keluaran (Data

Panduan Untuk Pengampu

Pengelolaan JOIH
terintegrasi sesuai dengan
Standar Pengelolzan
Dokumen dan Informasi
Hukum

DuKung)

. Hasil unduh e-report 20

yang dikinmkan

. Capturs log

sinkronisasi Integrasi

Laman JOIH K/LiPemda:

A. Nilzi JOIHN 86 - 100
B. Nilai JDIHN 76 - 85
C. Nilai JOIHN 86 - 75
D. Nilai JOIHN 0 - 65
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. Nilai JDIHN 86 — 100 = 20%
. Nilai JOIHM 78 - 85 = 17%
. Nitai JDIHN 68 - 75 = 15%
. Nilai JDIHN 0 - 65 = 13%

0 m o

(Instansi Pembina)

A Nilai JDIHN 38 — 100 = 20%
B. Milai JOIHN 78 — 85 = 17%
C. Nilai JDIHN 86 - 75 = 15%
D. Nilai JDIHN 0 - 65 = 12%

Catatan:

» Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Momeor & Tahun 2018 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum
ndikator yang digunakan dalam penialain
JOIHM berdzsarkan 7 Aspek dan 32
indicator Pengedolzan JOIH

» Penilzian diambil dari Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM tentang
Penetapan hasil Penilzian Kinerja
Pengelolz Jaringan Dokumentasi dan
nformasi Hukum



